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	GUBERNUR SULAWESI BARAT




PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 10 TAHUN   2009
TENTANG

PEMBENTUKAN  POLIKLINIK PEMERINTAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT   

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

	Menimbang 

Mengingat


	:
:
	a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesejahteraan   pegawai  di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan keluarganya ; 
b. bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk  Unit Pelayanan Kesehatan atau Poliklinik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan  Poliklinik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ;  
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Nomor 26 ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) ;




MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN POLIKLINIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT


BAB  I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Pasal 1
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Poliklinik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 

Pasal 2

Poliklinik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Dokter yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah, dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3

Poliklinik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta keluarganya dengan mengutamakan upaya penyembuhan sesuai derajat kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan kesehatan Daerah. 

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poliklinik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi :

a. preventif ( pencegahan) ;
b. promotif (promosi) ;

c. kuratif (pengobatan) ; dan 

d. rujukan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Poliklinik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta keluarganya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6
Untuk membantu pelaksananan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dokter Penganggungjawab Poliklinik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dibantu tenaga medis dan non medis lain. 
Pasal 7
Untuk membantu kelancaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Daerah dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil pada  Poliklinik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal  8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut  oleh Gubernur. 

Pasal  9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

	Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal  21 April 2009    

GUBERNUR SULAWESI BARAT,    
    H. ANWAR ADNAN  SALEH


	Diundangkan di Mamuju
pada tanggal  21 April 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULWESI BARAT,

                       H. M. ARSYAD HAFID
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